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Abstract

This study aims to identify, analyze, and describe the implementation of policies related to
information disclosure, particularly regarding information that must be provided and announced
periodically by the Department of Communication, Information, Statistics, and Encryption of
Minahasa Tenggara Regency. This research employs a qualitative approach. The findings of the study
reveal the following: a) Program: In Minahasa Tenggara Regency, despite the mandatory provision of
information, the implementation practices face serious challenges, such as unclear procedures for
information requests and delays in delivering information to the public; b) SOP: Several obstacles
were identified, including unclear information request procedures, delays in response, and
misalignment between program implementation and established priorities; c¢) Human Resources
Competence: While the availability of personnel is adequate, not all employees perform their duties
in line with their expertise, skills, and abilities, particularly in managing public information; and d)
Availability of Facilities and Infrastructure: The resources supporting the implementation of public
information disclosure at the Department of Communication, Information, Statistics, and Encryption
in Minahasa Tenggara are still highly limited. The main issues include inadequate technological
infrastructure, the absence of proper information service facilities, and limited accessibility for people
with disabilities.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi
Kebijakan keterbukaan informasi mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a)
Program, Di Kabupaten Minahasa Tenggara, meskipun informasi ini wajib disediakan, namun praktik
implementasinya masih mengalami kendala serius, seperti ketidakjelasan prosedur permintaan
informasi dan keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada public; b) SOP, menunjukkan
beberapa kendala yang perlu segera diatasi, termasuk ketidakjelasan alur permintaan informasi,
keterlambatan dalam memberikan respons, dan ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan
prioritas yang ditetapkan; c) Kompetensi SDM, ketersediaan sumber daya pegawai cukup memadai,
tetapi tidak semua pegawai melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian, kemampuan dan
keterampilan yang dimililiki terutama dalam mengelola informasi public; dan d) Ketersediaan sarana
dan prasarana yang mendukung penerapan keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo
Minahasa Tenggara masih sangat terbatas. Masalah utama yang dihadapi meliputi keterbatasan
infrastruktur teknologi, tidaknya adanya ruang pelayanan informasi yang memadai, kurangnya akses
bagi kelompok difabel.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Keterbukaan Informasi
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PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia telah mengubah paradigma pemerintahan dengan
menempatkan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Prinsip ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan untuk memastikan
akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting demokrasi yang
memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dikuasai
pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat
dalam mengakses informasi publik. Hak ini relevan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah.
Keterbukaan informasi publik juga diharapkan mewujudkan pemerintahan yang transparan,
responsif, dan akuntabel. Namun, informasi yang dibagikan tetap harus menjaga
kerahasiaan yang melibatkan keamanan negara dan hak-hak individu.

Prinsip keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia
tetapi juga alat untuk menciptakan pemerintahan terbuka yang meminimalkan korupsi.
Implementasi kebijakan ini berorientasi pada pemenuhan tujuan nasional dan efektivitas
pemerintahan. Pelaksanaan yang ideal melibatkan sistem dokumentasi yang baik,
penyediaan informasi secara cepat dan tepat, serta mekanisme pengawasan publik untuk
memastikan tata kelola yang sesuai dengan prinsip demokrasi (Fadila et al., 2022; Pacios &
Martinez-Cardama, 2023; Schudson, 2020).

Namun, penelitian di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan. Banyak
masyarakat belum memahami program keterbukaan informasi publik dan manfaatnya.
Selain itu, kurangnya infrastruktur, seperti jaringan internet, dan keterbatasan sumber daya
manusia di lembaga terkait menghambat penyebaran informasi secara optimal.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya kesiapan
lembaga pemerintah, kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur informasi, dan

minimnya sarana teknologi pendukung. Wilayah dengan akses jaringan internet terbatas
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(blank spot) juga menjadi kendala serius, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak
dapat memperoleh informasi dengan mudah atau memantau kinerja pemerintah (C. Chen &
Ganapati, 2023; Schnell, 2023; Wu et al., 2020).

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam
pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, praktiknya di Minahasa Tenggara
menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik belum mencapai potensi maksimal. Hal ini
memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas badan publik terhadap
kebutuhan informasi masyarakat (Averin et al., 2021; Vian, 2020; Zuffova, 2020).

Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
penguatan infrastruktur, dan edukasi masyarakat mengenai hak atas informasi publik.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan
informasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga mampu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku,
persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa pada konteks yang alami. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk
menggali informasi lebih mendalam terkait peran pemerintah dalam implementasi
kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan
Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara (Bahasoan et al., 2019; Ejiogu et al., 2019; Mokat
et al.,, 2022).

Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan data yang sistematis, faktual, dan
akurat. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan situasi dan kondisi yang ada di
lokasi penelitian secara terperinci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
dokumentasi, dan observasi langsung, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk
memahami bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik diimplementasikan oleh

instansi terkait (Bowers, 2019; Jacobs et al., 2021).
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Fokus penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik, khususnya informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik,
dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara. Fokus ini didasarkan pada indikator yang
mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang meliputi empat aspek utama: 1) Program, 2) Standard Operating Procedures
(SOP), 3) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan 4) Sarana dan Prasarana
pendukung.

Aspek program dalam penelitian ini mencakup sejauh mana kebijakan dan program
keterbukaan informasi telah dijalankan oleh Dinas Kominfo. Peneliti menganalisis kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya pemahaman masyarakat atau
hambatan teknis di lapangan. Sementara itu, aspek SOP melihat kejelasan prosedur
operasional standar dalam menyediakan informasi publik, termasuk tahapan pengajuan,
verifikasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pada aspek kompetensi SDM, penelitian ini menyoroti kemampuan dan
keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas terkait keterbukaan informasi. Peneliti
mengevaluasi apakah sumber daya manusia yang tersedia memiliki pemahaman yang cukup
mengenai prosedur, peraturan, dan teknologi pendukung untuk menyediakan informasi
publik secara optimal. Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana menganalisis keterbatasan
infrastruktur, seperti akses internet dan ruang layanan informasi, yang berpengaruh
terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles &
Huberman (1992) yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data penting
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang terkumpul. Penyajian data berupa
narasi atau tabel memungkinkan peneliti untuk memahami pola, hubungan, dan temuan
penelitian secara lebih terstruktur. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi
berdasarkan temuan yang telah dianalisis (Y.-C. Chen & Chang, 2020; O’Sullivan et al., 2024).

Pendekatan kualitatif ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi
kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara. Peneliti tidak

hanya menggambarkan kondisi objektif yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengevaluasi
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hambatan serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki penerapan kebijakan
tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
signifikan bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Aguinis &

Solarino, 2019; Closa, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Program Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menegaskan kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan
informasi secara berkala. Informasi ini mencakup profil organisasi, kegiatan dan kinerja,
laporan keuangan, serta informasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Penyampaian informasi harus dilakukan secara berkala, mudah diakses, dan dipahami
masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat
di Kabupaten Minahasa Tenggara yang memahami dan mengetahui adanya keterbukaan
informasi publik serta program yang dijalankan.

Program keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan
Persandian (Diskominfo) Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya berjalan sesuai
tujuan awal. Kegiatan sosialisasi yang terbatas, kurangnya monitoring, serta rendahnya
prioritas program dalam perencanaan kerja menyebabkan keterbukaan informasi publik
belum optimal. Program ini tidak selalu masuk dalam prioritas pembangunan daerah, yang
semakin diperburuk oleh alokasi anggaran yang terbatas dan minimnya dukungan terhadap
pengembangan kapasitas sumber daya.

Dalam implementasi program, komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk
memastikan informasi tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Namun, penelitian
menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak
memahami tujuan, manfaat, dan keberadaan program keterbukaan informasi publik.
Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang terstruktur, minimnya
pemanfaatan teknologi digital, serta metode komunikasi yang belum sesuai dengan kondisi
lokal dan kebutuhan masyarakat (Arthanat, 2021; Budd et al., 2020; van der Waal et al.,
2020).
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Selain itu, penelitian menemukan bahwa Diskominfo belum memiliki program
khusus yang mendukung keterbukaan informasi publik secara sistematis. Pelaksanaan
keterbukaan informasi masih terbatas pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Tidak adanya program yang inovatif atau
inisiatif baru menunjukkan kurangnya strategi yang dirancang khusus untuk memaksimalkan
implementasi kebijakan keterbukaan informasi di daerah ini.

Salah satu tantangan signifikan adalah keterbatasan akses informasi di beberapa
wilayah karena infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Masih terdapat wilayah-wilayah
tertentu yang mengalami kendala jaringan internet (blank spot), sehingga penyebaran
informasi sulit dilakukan. Kondisi ini berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat
terkait program-program pemerintah yang telah dilaksanakan, termasuk keterbukaan
informasi publik. Pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi
untuk mendukung penyampaian informasi yang lebih merata (Ames et al., 2019; Uster,
2024).

Upaya sosialisasi melalui media digital, seperti website dan media sosial, telah
dilakukan oleh Diskominfo namun masih belum maksimal. Kendala ini disebabkan oleh
konten yang kurang menarik dan jarang diperbarui serta kurangnya strategi yang berfokus
pada target audiens. Optimalisasi media digital dengan pendekatan berbasis kebutuhan
lokal dan partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi solusi. Pemerintah perlu merancang
kampanye yang lebih menarik, edukatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang keterbukaan informasi (Rantung et al., 2024).

Perencanaan dan alokasi anggaran juga menjadi faktor kunci keberhasilan
implementasi program keterbukaan informasi. Keterbatasan anggaran menghambat
pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan sistem informasi. Pemerintah daerah
perlu merancang perencanaan anggaran berbasis hasil yang mendukung implementasi
kebijakan ini. Dengan pengalokasian yang tepat, program-program pendukung dapat
dijalankan lebih efektif, termasuk penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia dan
penguatan infrastruktur teknologi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di

Kabupaten Minahasa Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya
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sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, kurangnya inovasi program, serta rendahnya prioritas
dalam perencanaan kerja. Upaya peningkatan sosialisasi, optimalisasi teknologi, penyediaan
anggaran yang memadai, serta pelibatan masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu
dilakukan. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, diharapkan kebijakan keterbukaan
informasi publik dapat diimplementasikan dengan lebih baik untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

2. Temuan Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa
Tenggara menghadapi kendala serius terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu
temuan utama adalah ketidakjelasan alur permintaan informasi dari masyarakat. Meskipun
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa mekanisme ini harus
disampaikan dengan jelas dan sederhana, dalam praktiknya masyarakat tidak mendapatkan
penjelasan memadai tentang prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh informasi.
Kondisi ini menghambat akses publik terhadap informasi yang seharusnya mudah diakses.

Selain itu, waktu respons untuk memberikan informasi publik belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu paling lambat 10 hari kerja. Di lapangan,
waktu yang dibutuhkan sering kali melebihi batas tersebut, menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara aturan dan praktik. Keterlambatan ini dapat dikaitkan dengan
keterbatasan sumber daya, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun dukungan
teknologi, yang menjadi kendala dalam pengelolaan informasi publik secara cepat dan
efisien.

Temuan lain menunjukkan bahwa pelaksanaan program keterbukaan informasi
publik tidak selalu mengikuti prioritas yang telah ditetapkan dalam SOP. Aktivitas atau
program sering kali dijalankan tanpa perencanaan yang terstruktur dan kurang
memperhatikan standar operasional yang telah dirumuskan. Kondisi ini menunjukkan
adanya kelemahan dalam struktur organisasi, koordinasi antar pihak, serta disiplin dalam
pelaksanaan kebijakan. Ketidaksesuaian ini berakibat pada rendahnya efektivitas program
dalam memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang transparan (Wawointana

et al.,, 2019).
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Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun
dukungan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam ketiga aspek
tersebut menjadi faktor penghambat utama. Kurangnya pelatihan bagi pegawai yang
bertugas mengelola informasi publik berdampak pada rendahnya pemahaman dan
kompetensi dalam menjalankan SOP. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat
pengembangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung keterbukaan
informasi (Meyer et al., 2020; Trullen et al., 2020).

Faktor lain yang berperan dalam implementasi kebijakan adalah komitmen
pemerintah daerah. Rendahnya perhatian terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik
menunjukkan belum adanya prioritas yang jelas dalam perencanaan kerja pemerintah
daerah. Ketiadaan pengawasan yang konsisten serta evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan semakin memperburuk situasi. Komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan
sangat diperlukan agar SOP dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan tujuan
kebijakan (Bhattacharyya et al., 2020; Sumner et al., 2019).

Permasalahan dalam implementasi SOP juga terkait dengan efektivitas komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang alur dan prosedur
permintaan informasi mencerminkan lemahnya sosialisasi kebijakan. Pemerintah daerah
perlu memperbaiki metode penyebaran informasi dengan pendekatan yang lebih inklusif
dan partisipatif. Penggunaan teknologi digital, seperti media sosial dan website, serta
komunikasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk memastikan informasi sampai ke
seluruh lapisan masyarakat (Cidav et al., 2020; Ramani et al., 2020).

Secara keseluruhan, implementasi SOP keterbukaan informasi publik di Kabupaten
Minahasa Tenggara memerlukan pembenahan yang sistematis. Upaya yang dapat dilakukan
antara lain memperjelas prosedur permintaan informasi, meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia melalui pelatihan, memperbaiki sistem birokrasi, dan menyediakan
infrastruktur yang mendukung. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen
dan alokasi anggaran untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dengan langkah-
langkah tersebut, implementasi keterbukaan informasi dapat meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
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3. Temuan Indikator Kompetensi

Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Dinas
Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara masih
belum mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Meskipun para pegawai
memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, kompetensi mereka dalam mengelola
keterbukaan informasi publik masih kurang optimal. Keterbatasan ini berdampak pada
efektivitas implementasi kebijakan karena tugas yang semakin kompleks tidak sebanding
dengan kapasitas SDM yang tersedia. Hal ini menghambat pencapaian tujuan kebijakan
keterbukaan informasi publik yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan kompetensi adalah
kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai. Tanpa adanya pelatihan
yang berkelanjutan, pegawai sulit untuk mengembangkan keterampilan teknis dan
pemahaman yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik. Dalam konteks ini, teori
implementasi kebijakan menekankan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM
merupakan elemen kunci untuk keberhasilan kebijakan publik. Tanpa investasi pada
pengembangan kompetensi, implementasi kebijakan akan berjalan secara stagnan dan tidak
maksimal.

Temuan juga menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki pemahaman dasar
terhadap tugas mereka, kemampuan mereka belum berkembang secara maksimal karena
minimnya dukungan dari lembaga terkait. Dalam teori birokrasi, struktur organisasi yang
efisien memerlukan SDM yang kompeten dan terlatih. Namun, kurangnya perhatian
terhadap pengembangan kapasitas pegawai di Minahasa Tenggara menjadi penghambat
utama. Pelatihan teknis dan pendidikan berkelanjutan seharusnya menjadi prioritas agar
pegawai dapat memahami perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi yang
mendukung keterbukaan informasi.

Kurangnya pelatihan juga berdampak pada pemahaman pegawai terhadap prinsip-
prinsip keterbukaan informasi publik. Pengelolaan informasi publik memerlukan keahlian
khusus terkait kebijakan hukum, tata kelola data, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa

pelatihan yang memadai, pegawai kesulitan dalam menjalankan peran mereka sebagai
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pengelola informasi publik secara efektif. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam
penyampaian informasi kepada masyarakat dan rendahnya kualitas layanan publik.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah tidak adanya mekanisme evaluasi dan
monitoring terhadap kompetensi SDM dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Evaluasi
yang konsisten sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kinerja pegawai
serta menemukan solusi pengembangan kapasitas. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui
efektivitas program yang telah dilaksanakan dan sejauh mana pegawai mampu memenuhi
tugas mereka dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi. Evaluasi rutin dapat
menjadi dasar dalam merancang pelatihan dan pengembangan yang lebih tepat sasaran.

Dalam teori implementasi kebijakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
memegang peran penting dalam peningkatan kapasitas SDM. Dukungan dari kementerian
terkait, seperti penyelenggaraan bimtek dan pelatihan khusus, sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan kompetensi pegawai daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu merancang
program pengembangan kapasitas internal yang melibatkan semua pihak terkait. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan keterbukaan informasi dapat
diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal (Kalbarczyk et al., 2019; Shah et al., 2019;
Williams et al., 2020).

Secara keseluruhan, kompetensi SDM di Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa
Tenggara masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan keterbukaan
informasi publik. Keterbatasan dalam jumlah pegawai, minimnya pelatihan, dan tidak
adanya evaluasi yang sistematis menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk
program pelatihan berkelanjutan, menyediakan bimbingan teknis secara berkala, dan
menerapkan mekanisme evaluasi kompetensi yang terstruktur. Dengan langkah-langkah ini,
diharapkan kompetensi pegawai akan meningkat sehingga kebijakan keterbukaan informasi
publik dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan transparansi serta

akuntabilitas pemerintahan.

4. Temuan Indikator Sarana dan Prasarana
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Sarana dan prasarana memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi
kebijakan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 menegaskan
pentingnya transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Namun, penelitian di
Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara
menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi dan sarana fisik masih menjadi
hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat teknologi seperti komputer dan
sistem pengelolaan informasi publik masih belum memadai. Kurangnya infrastruktur
teknologi ini berdampak pada keterlambatan dalam pemrosesan dan penyediaan informasi
kepada masyarakat. Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan
bergantung pada kesiapan sumber daya, termasuk teknologi yang mendukung efisiensi
kerja. Tanpa perangkat teknologi yang memadai, efektivitas kebijakan keterbukaan
informasi menjadi sulit dicapai.

Selain itu, ketiadaan ruang pelayanan informasi yang memadai di Dinas Kominfo
Minahasa Tenggara menambah hambatan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi.
Ruang pelayanan fisik merupakan salah satu sarana dasar yang memfasilitasi interaksi
antara masyarakat dan instansi pemerintah. Dalam implementasi kebijakan publik, sarana
fisik ini memastikan aksesibilitas informasi dapat berjalan optimal. Tanpa ruang khusus,
pelayanan informasi menjadi kurang terorganisir dan sulit dijangkau masyarakat.

Temuan lainnya mengungkap bahwa kelompok difabel atau berkebutuhan khusus
belum mendapatkan perhatian dalam penyediaan akses informasi. Padahal, keterbukaan
informasi publik harus bersifat inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Konsep
keadilan dalam kebijakan publik menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang
keterbatasan fisik, harus memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan publik.
Ketiadaan layanan khusus bagi difabel menunjukkan adanya ketimpangan dalam
implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Selain keterbatasan sarana fisik dan teknologi, penelitian juga menemukan bahwa
tidak ada target atau sasaran yang jelas dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2008. Target
yang jelas sangat penting dalam perencanaan strategis agar implementasi kebijakan dapat

berjalan secara sistematis dan terukur. Tanpa adanya target yang pasti, sulit untuk
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mengevaluasi keberhasilan kebijakan atau melakukan perbaikan yang diperlukan dalam
proses implementasinya.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori sistem menyatakan bahwa kebijakan
publik harus memiliki struktur input, proses, dan output yang jelas. Tidak adanya target
mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan koordinasi di tingkat daerah. Untuk
memastikan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi, pemerintah perlu menetapkan
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan realistis agar dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan kebijakan (Diaconescu et al., 2021; Hasan et al., 2019; Singh et al., 2021).

Keterbatasan sarana dan prasarana ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam
berbagai aspek, mulai dari pengadaan perangkat teknologi hingga pembangunan ruang
pelayanan yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel. Selain
itu, pemerintah daerah harus berupaya menyediakan sarana digital yang lebih optimal,
seperti website atau media sosial, yang dapat memudahkan masyarakat mengakses
informasi secara daring. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia untuk mengelola infrastruktur yang tersedia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo Minahasa Tenggara masih terkendala oleh
minimnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi pada
infrastruktur teknologi, penyediaan ruang pelayanan informasi yang layak, serta
penyusunan target implementasi yang jelas dan inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut,
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat berjalan lebih
efektif, merata, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta keadilan bagi seluruh

masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan
keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian
Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat disimpulkan bahwa :
1. Ketersediaan Program: Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di

Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum optimal. Program-program yang ada tidak
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menjadi prioritas dan belum dirancang secara khusus untuk mendukung keterbukaan
informasi. Sosialisasi yang minim dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama
dalam pencapaian tujuan kebijakan ini.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP): Alur permintaan informasi belum dijelaskan
dengan jelas kepada masyarakat, dan waktu respons seringkali melebihi batas 10 hari
kerja yang ditetapkan dalam peraturan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh
keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta kurangnya monitoring terhadap
penerapan SOP.

3. Kompetensi SDM: Sumber daya manusia di Dinas Kominfo Minahasa Tenggara memiliki
latar belakang pendidikan yang sesuai, tetapi kompetensi mereka belum berkembang
maksimal karena minimnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Evaluasi terhadap
kompetensi SDM juga tidak berjalan karena keterbatasan anggaran dan sistem
monitoring.

4. Sarana dan Prasarana: Infrastruktur teknologi, seperti perangkat komputer, masih
belum memadai, dan ruang pelayanan informasi belum tersedia. Selain itu, belum ada
akses yang disediakan bagi kelompok difabel. Ketiadaan target yang jelas dalam
penerapan kebijakan keterbukaan informasi semakin memperburuk implementasi
kebijakan ini.

5. Hambatan Umum: Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, rendahnya prioritas
pemerintah daerah, dan kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan
menyebabkan kebijakan keterbukaan informasi publik tidak berjalan secara efektif di

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil

penelitian, antara lain:

1. Peningkatan Program Keterbukaan Informasi
¢ Pemerintah daerah perlu merancang program khusus terkait keterbukaan informasi

publik sebagai bagian dari prioritas kerja.
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Sosialisasi harus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan

media digital, dan kegiatan tatap muka yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

2. Perbaikan SOP dan Monitoring

Alur permintaan informasi harus dibuat lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami
oleh masyarakat.
Monitoring dan evaluasi penerapan SOP harus dilakukan secara berkala untuk

memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara
berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan informasi
publik.

Sistem evaluasi dan monitoring terhadap kinerja SDM harus diterapkan untuk

mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pegawai.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Pengadaan perangkat teknologi, seperti komputer dan jaringan internet, harus
menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan informasi yang efisien.

Ruang pelayanan informasi yang memadai harus segera dibangun untuk
memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi.

Pemerintah daerah perlu memastikan aksesibilitas bagi kelompok difabel melalui

penyediaan fasilitas yang ramah bagi mereka.

5. Penetapan Target dan Perencanaan Strategis

Pemerintah daerah perlu menetapkan target yang jelas dan terukur dalam
penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik agar implementasinya dapat
dievaluasi secara sistematis.

Integrasi kebijakan keterbukaan informasi ke dalam rencana strategis pemerintah
daerah akan memastikan kebijakan ini berjalan sebagai bagian dari prioritas

pembangunan.

6. Optimalisasi Teknologi Digital
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e Pemanfaatan media sosial, website resmi, dan aplikasi digital harus ditingkatkan
untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan
transparan.

7. Peningkatan Anggaran

e Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung
program, sarana prasarana, serta pengembangan SDM dalam rangka implementasi
kebijakan keterbukaan informasi publik.

8. Evaluasi dan Kolaborasi

e Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi harus
dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat.

o Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait harus

diperkuat untuk memastikan dukungan penuh dalam implementasi kebijakan.
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